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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :0171/IPNFIDPMPTSP-IVIIX/2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA KB AL BUSTANUL ULUM
DI DUSUN IV RT. 07 RW. 04 DESA PANCA TUNGGAL KECAMATAN SUNGAI LILIN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang © a bahwa sehubungan dengan surst KB AL BUSTANUL ULUM (Sdr. SITI
MUSLIKAH) Nomor - 422/16/KB AUWPT/SLLA/2021 tanggal 7 Mei 2021
perhal PERMOHONAN PEMENUMAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN (NON FORMAL),

b bashwa dalam rangka untuk memperiuas akses pendidikan dibutubkan

partisipasi masyarakal berupa lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
Formal Kelompok Bermain (KB),

¢ bahwa berdasarkan hasil pemerksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin
Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomar - S42/BAP/DPMPTSP-
V2021 tanggal 17 September 2021, KB AL BUSTANUL ULUM tayak untuk
diterbitkan zin Penyelenggarsan Sstuan Pendidikan Non Formal,

d. bahwa berdasarkan perimbangan huruf &, huruf b, dan huruf c tersebut ol
atas, perdu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pensnaman Modal dan
Felayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin temtang lzin
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB AL BUSTANUL ULUM.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomaor 28 Tahun 1950 tertang Pambentukan Dasrah Tingkat
Il dan Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Momor 73, Tambahan Lembaran Megara Republlk Indonesia
Nomer 1821},

2 Undang-Undang Nomor Z8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lambaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 75. Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesta Nomar 3851,

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistam Pandidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301},

4 Undang-Undang Republk indonesia Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagmmana telah diuban beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8@ Tahun 2015 tentang Parubahan Kedua Ates Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5670)
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5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja{l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245),

6. Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negars Republik [ndonesia MNomor

7. Peraturan Pemeritah Nomor S Tahun 2021 fentang Penyelsnggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5678).

8 Persturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perzinan Berusaha d Daerah (Lembaran Negara Republik indonasia Tahun
2021 Nomaor 16);

8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
DEON2002 t1anagal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Persturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembertukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018 Namor 2);

11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan
Owganisasi, Uralan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Palayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Dearah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 7T7),
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dibldang Perizinan dan Non Perizinon Kepada

Kepala ['ﬂnua Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Musi Banyuasin (Barta Deerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2020 Nomor T,
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andar Operasional Prosedur Pelayanan Perzinan dan Non Penzinan
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Terpadu Salu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin,

MEMUTUSKAN:

: Memberikan lzin kepada Sdr.  SITI MUSLIKAH untuk lzin Penyelenggaraan

Satuan Pendidikan Non Formal -

Nama KB AL BUSTANUL ULUM

Alamal DUSUN Vv RT. O7T RW. 04 DESA
PANCA TUNGGAL KECAMATAN
SUNGAI LILIN KABUPATEN

MUSI BANYUASIN
Nomor Induk Berusaha (NIB) - 1409210058874
NPWP 31.662.210.0-314.000

- Peinegang lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok

Bermain (KB) diwajibkan -
1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan

Kalompok Barmain (KB} sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas
Momor (4ERILM S
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2. Menggunakan kunkulum yang beraku yang ditetapkan oleh pemerintah
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pembeiajaran,

4. Apabila Kelompok Bermain (KB) berpindah tangan kepengurusannys atau
kepemillkannya, maka Surat Keputusan inl dinyatakan gugur atau tidak
berlaky lagl,

5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pandidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Musi Banyuasin, sskurang-kurangnya 6 {enam) bulan sebelum dilaksanakan

kepindahannya,
KETIGA : Surat Keputusan inl mulal beriaky sejak tanggal diterbitkan
Diterbitkan di: Sekayu
Pada tanggal : 20 September 2021
an, BUPATI MUST BANYUASIN
EEPALA DINAS PEMANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERFADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIM,
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Terntarsan dusmgalkan kepada Yih
Kopita Cinao Pendidilan dan Kobudayaan
Fabijston Mus) Bammyusain & Sekayu
" Dickuman inl ditandatangani secara dig kEronik Wetoniuan Pasal 11 dan Pesal

o
Nomer 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan
Transaksl Elsktroni



